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BAB IV 

 PENUTUP  

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pemerintah Desa Amar Sakti 

dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan 

Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, dapat 

disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana 

Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ada berapa 

tahapan-tahapan dalam mekakukanya, dimana nanti penyusunan tersebut 

diselenggarakan oleh BPD yang dinamakan Musrenbang Desa, kemudian 

Musrenbang Desa melibatkan Lembaga Pemerintahan Desa, Masyarakat Desa, 

dan Pemangku kepentingan di Desa Amar Sakti tersebut. Ada dua tujuan utama 

dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini. Pertama, 

membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Kedua, membahas dan 

menyepakati rancangan RKP Desa.  RPJM Desa maupun RKP Desa, hasil 

kesepakatan musyawarahnya dituangkan dalam bentuk berita acara yang 

ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan seorang perwakilan 

masyarakat desa. Kemudian, Kepala Desa akan menyampaikan hasil 

Musrenbang Desa dan berita acara kepada BPD. Dan dapat disimpulkan bahwa 

hasilnya dari Musrenbang tersebut adalah Hasil yang diinginkan oleh 

https://www.aneiqbal.com/info/desa/rpjm-desa/
https://www.aneiqbal.com/info/desa/rkp-desa/
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masyarakat Desa Amar Sakti itu sendiri. 

2. Kendala - Kendala Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka 

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 

memiliki beberapa kendala, yakni: 

a. Faktor internal 

Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam Pemerintahan 

Desa Amar Sakti itu sendiri: 

1) Komunikasi pada pembentukan program desa yang dilakukan oleh 

Pemerintahan Desa Amar Sakti 2 tahun terakhir ini tidak efektif perihal 

dikarenakan Covid-19, dalam kondisi ini membuat susahnya atau 

terbatasnya Pemerintahan Desa Amar Sakti untuk melakukan kegiatan 

proses penyusunan program pembanguan desa dalam rangka Pemanfaatan 

Dana Desa Amar Sakti. 

2) Luasnya wilayah Desa Amar Sakti merupakan faktor yang tidak kalah 

penting untuk kegiatan proses penyusunan program pembanguan desa 

dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti, karna jauhnya tempat 

terselenggaranya kegiatan tersebut. 

b. Faktor eksternal 
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Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari luar Pemerintahan Desa 

Amar Sakti itu sendiri: 

1) Kurangnya Kerja sama merupakan salah satu faktor kendala-kendala 

dalam proses penyusunan program pembanguan desa dalam rangka 

Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti, dan natinya berdampak ke 

APBDesa Amar Sakti. 

2) Kurangnya kesadaran oleh masyarakat sehingga menganggap kegiatan 

proses penyusunan program pembanguan desa dalam rangka Pemanfaatan 

Dana Desa Amar Sakti tidak penting, membuat hambatan terhadap 

prosesnya. 

1. Upaya-upaya dalam mengatasi Kendala - kendala dalam Proses Penyusunan 

Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar 

Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi memiliki beberapa upaya dalam 

mengatasi kendala, yakni: 

a. Faktor internal 

1) Komunikasi adalah alat untuk memaksimalkan mencapai tujuan, dan itu 

harus dilakukan oleh Pemerintahan Desa Amar Sakti dalam Proses 

Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana 

Desa di desa Amar Sakti. 

2) Dengan luasnya wilayah pihak Pemerintahan Desa Amar Sakti 

meupayakan tempat yang trategis yang mana itu dilihat baik letak tempat 

lokasi maupun akses jalan menuju tempat lokasi tersebut. 
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b. Faktor eksternal 

1) Melakukan Kerjasama dengan instansi yang terlibat maupun masyarakat 

dapat membuat hasil yang sesuai yang di inginkan oleh masyarakat Amar 

Sakti dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka 

Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti. 

2) Dalam miningkatkan kesadaran masyarakat terhapap pentingnya dalam 

Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan 

Dana Desa di desa Amar Sakti, Pemerintah meupayakan edukasi ke 

masyarakat Amar Sakti dalam bentuk sosialisasi- sosialisasi dan yang 

lainnya. 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan 

saran bagi Pemerintah Desa Amar Sakti dalam Proses Penyusunan Program 

Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota 

Sungai Penuh Provinsi Jambi, yaitu sebagai berikut: 

1. Dengan segala keterbatasan pada kondisi Covid-19 saat ini, Pemerintah Desa 

Amar Sakti harus tetap mencari solusi agar bisa lebih mengoptimalkan kenerja 

yang seharusnya dapat dilaksanakan seperti kondisi normal. 

2. Pemerintah Desa Amar Sakti harus realsasikan APBDesa Amar Sakti Sesuai 

dengan Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana 
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Desa di Desa Amar Sakti yang telah disepakati pada saat Musrenbang Desa. 
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